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BUPATI PURWAKARTA
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 9% TAHUN 2021

TENTANG

PANTAUAN PURWAKARTA ISTIMEWA DENGAN
CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

a. bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat di ruang
publik, serta penanganan gangguan keamanan,
ketentraman dan ketertiban umum maka diperlukan

pPeémantauan pada lokasi-lokasi strategis di Kabupaten
Purwakarta;

. bahwa pemantauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diwujudkan dengan penyediaan Closed Circuit

Television (CCTV) yang terintegrasi dengan sistem
informasi Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purwakarta tentang Pantauan Purwakarta
Istimewa dengan Closed Circuit Television (CCTV).

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 teritang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI
Nomor 2851);

e



Und _ tan
Tel Eng Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
19gg  Munikasi (Le

9 mbaran Negara Republik Indonesia Tafll)l‘J.:
Ind UL 18, Tambahan Lembaran Negara Republi

onesia Nomoy 3881),
gadangiunda“ Nomor 25 Tahun 2009 tentang

aianan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Re ‘l:l' 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
U PRIk Indonesiq Nomor 5038)

nda\“g-Und

°ne  No 2011 tentang

Pembentuiay e, OO 12 Tahun

e - Lembaran
egara R Taturan Perundang-undangan (

epublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
aran Negarg Republik Indone

U sia Nomor 5234);
P::lan‘g‘undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

rintahap Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesgj, Tah

Ne un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
gara Indonegis Nomor 5587)
beberapg

sebagaimana telah
Nomor g kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Undan ahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Le § nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
E1‘ ml})baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
52?9)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 9g Tahun 2012 tentang
Pelaksang Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009
tentang  Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indo

nesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerin

tah Nomor 592 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor

107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor

305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Nomor:
01 /PER/M.KOMINFO/01/2010

tentang  Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan

Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 250)




10. Peray uran

enteri Komunikasi dan Informatika Nomor kl::
ahup 201 tonmng Sertifikasi Alat dan Perang n
Telekomum asi Sebagaimana telah diubah dengan Ppr“';(;‘lls
leemen .Omuniknsi dan Informatika Nomor 1 Tahun i dan
1 Nang ®rubahap atas Peraturan Menteri Komumknﬁl ;
At 8 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Allflk
komunikasi (Berita Negara Republi
11 4 Nomor 882);

n
" Daeran Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahu

srah
(Le 8 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae(;Tﬁ
Mbaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2
Nomgor 1);
];eratura“ Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
016 tentang embentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten

"™Wakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
un 2016 Nomor 9);

12.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPAT] TENTANG PANTAUAN i A
ISTIMEWA DENGAN CL

OSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inj Yang dimaksud dengan :
1.

2:

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Purwakarta,

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka
pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum

terhadap setiap ancaman danm gangguan yang ditunjukan kepada obyek
vital nasional.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentu‘k .ba.ik yang
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat
berpotensi membahayakan berfungsinya obyek vital nasional.

imbulkan kerugian berupa
ang sudah nyata dan mem.m ia
ﬁarl:)ggualn : ciia:f/lai};’au gharga benda serta berakibat trauma psikis kepada
orban jiw ‘
pegawai/karyawan obyek vital.

kat adalah suatu keadaan
i ketenteraman masyaral :

e Umurr?le?nafngkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
dinamit yang

e e e TR




11.
12.

13.
14.

15.

/’ 16.

17.

18.

. Jalan adalah pras

Masyarakat da

e ib dan
AR Clakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib

Batas Daerah adalg

X h ba i S di kan
oleh penjabat yang a8 wilaya, administratif yang secara riil di tetap
Kabupaten, il

antar hang yang membatasi antara wilayah nn't"‘:

Desa/Kelurahan dal al"UDaten/Kota, antar Kecamatan dan anta
M Wilayap, Kabupaten Purwakarta.

termasuk bang?::a ransportag; darat

diperuntukkan

permukaan tap,

permukaan

yang meliputi segala bagian jalan,
bagi peﬂengkapan dan  perlengkapannya  yang
h, din e a4 k tanah, diatas
ah) dlbawah ’ g berasa pada permukaan )

Permukaan tanah dan/atau air, serta diatas
Lalu Lintas dqp Angkutan

angkutan Jalan adalah saty kesatuan sistem yang tferdiﬁ
» Pengemyg; an, prasarang lalulintas dan angkutan jalan,
» PeNggunaan jalan dan pengelolaanya.

ked endaraan bermotor umum yang digunakan

anat?;gan dan  keberangkatan, menaikajan dan
atau barang, ¢ ; iy

Taman dan sebidang fang): 8 serta perpindahan angkutan

Yang merupakan bagian dari ruang.
Tempat umum adalah Sarana yang gigel
atau Perorangan yan = b

di . ;
termasuk dj da1<'=1rnnyag adlflua;akan untuk kegiantan bagi masyarakat,
Pemerintah Kapy SEmng

gedung-gedung perkantoran milik
paten PurWak arta, G :
dan pusat-pusat Perbelanjaan, edung perkantoran umum, Pasar, Mal

ggarakan oleh Pemerintah, Swasta

g diperuntukan dan difungsikan sebagai pasar
yang ditetapkam oleh Bupati.

Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat

teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar
sesuai dengan spesifikasinya.

b




e BARB |
AKSUp DAN TuJuUAN

Bagian Kesaty
Maksyq

Pasa] 2
Maksud dari Peraturan

Upati jp; \
Daeral;( dalam melaksay, anl rl)m adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah
Purwakarta dengan €Mantayap ; is di Kabupaten
NgBunak Pada lokasi strategis di Kabup
an CCry.
Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
Peraturan Bupatj jn; bertujuan unfuk
ntyuk -
1. mengatur penyed; )
: aan
perlindungan masyar:kk:es Pémantaygn ruang publik dalam rangka
ketenteraman g Y

an ketel‘tiban Tlempermuda penanganan  gangguan
Purwakarta; dan UMum pada lokasi strategis di Kabupaten

AB 111

B
ZONASI PEMANTAUAN CCTV

a. Obyek Vital
h

b. Obyek Wisata, yaitu tempat-
yang dikunjungi orang sehu
kondisi alamnya.

tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu
bungan dengan nilai-nilaj sosial budaya atau

c¢.  Obyek Khusus Tertentu, seperti

Kantor bank/Lembaga keuangan;
Rumah sakit;

Lembaga permasyarakatan
Terminal,

Pasar tradisional,;

Hotel;

Rumah ibadah; dan

Obyek khusus tertentu lainnya.
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d. Obyek Vitg) Na

i . | atau
usaha yanp Sl:nal adalah l\'mvnsan/luknsi, bangunan/instalasi dan/e
N Yan ko, : x
dan/atau sumpe, . 54t hajat higy,

i ara
P orang banyak, kepentingan negare

: en ; is. Status obyek
vital nasiona| haryg di:,[:man Negara yang bersifat strategis. St
kepala Lembaga B apk

i atau
Pkan berdasarkan keputusan Menteri dan/
non departemen.

Pasal 5
Detail tentang lokag;j

lampiran yang mempai’;:‘illap Serta titjk pemasangan CCTV tertuang dalaar::
ini. 4glan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bup

BAB v
ASPEK TEKNIS

Bagian Kesaty
Penyeqi
Yediaan gqp Pemasangan Perangkat coTV

(1) Pemilik/pengelo], kan

o : dikelola
sendiri / disewakan, ). obiek vita] wair badan usaha ( gedung
pada tempatnyg dengan "
(2) Penyedian dan pemasangan Perangkat
sebagaimang disebutkan

e Pada ayat (

Komunikasij dan Informatiyq Kabupaten

(3) Aspek teknis Penyediaan dan Pemasan
pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi -

a. Penyediaan Tuang pada bangunan g

edung untuk peémasangan perangkat
CCTV yang mengarah ke ruang publik;

b. Penyediaan CcCTyY beserta perangka;
u

nit yang sesuaj dengan Stand
standar intemasional;

8an perangkat sebagaimana dimaksud

t pendukungnya paling sedikit 2 (dua)
ar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau

c. Penyediaan CCTV yang memiliki perekaman

terintegrasi.
d. Pemasangan CCTV harus

1,
it
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Bagian Keempat
Pcngintogrnsinn

Pasal 8

grasip.
dikelola sendiri/ g

Komunikasi dap |
petugas teknig darj

iser\ly::f’l‘v milik kantor Pemerintah, badan usaha ( gedung
e i i i is Dinas
Normagiy objek vital dilakukan oleh tim teknis

asi 4 Kabupaten Purwakarta berkoordinasi dengan
"N&-masing instans;.

Pasal 9

(1) Pemilik/ Pengelo],
sendiri/ disewaka;n) tor_ PeMmerintahan, badan usaha ( gedung dikelola
aspek teknis pengqn.. _JK Vital yang memasang CCTV wajib memenuhi

P Ngoperasian dan Perawatan perangkat
(2) Teknis Pengoperag; ke

an ¢
pada ayat (1) melipyg . PerAWa

uti - tan perangkat sebagaimana dimaksud

a. durasij Perekamap CCtv yan
(empat belas) j

rekaman Secara h

b. perawatan peran
selalu berfungsi

2 § mengarah ke ruang publik minimal 14
3, untuk selanjutnya dilakukan pembaruan
erkelanjutan; qan

gkat CccTy Secara berkala dan memastikan CCTV
dengan baik.

BAB v
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

a. unsur Pemerintah Daerah, antara lain -
1. unsur Sekretariat Daerah;

2. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;

3. unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian;

unsur Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan
Kebudayaan;

S. unsur Dinas Perhubungan;
6. unsur Kesatuan Bangsa dan Politik;

7. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
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b. unsur Kepolisiay, Resor p

Urwakartg

Pasal 11
(1) Monitoring dap e

Valugg; ;
dilakukan untyk mii;::tl?:galmana
beropelras1 dengay, bail ;an bah
Pemerintah Daera}, an terko

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
Wa CCTV yang terpasang dapat

neksi dengan sistem yang ada di
(2) Hasil monitorip

. an ey, : :
(1) dilaporkan kepada Bl?;‘;a§1 Sebagaimang dimaksud dalam Pasal 10 ayat

U secarg berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB vij
PEMANFAATAN CCTV

s Pasal 19
(1) Pantauan CCTy Yang terdapat di
time oleh masyarakg: melalyj hy.

fuang publik dapat diakses secara real
ps:// WWW.cctv.purwakartakab.go.id
(2) Untuk keperluan Penyidikan, rekam
dahulu mengajyukqy, Surat

an CCTV dapat diminta dengan terlebih
e
ditetapkan. SPmoh

onan sesuai dengan ketentuan yang telah

BAB 1y
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulaj berjgye, sejak tanggal gj
mengetahuinya, memerintahk

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Seprember 202

# ‘¢ BUPATI PURWAKARTA, /2

N{Z RATNA MUSTIKA
Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

.

[YUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR
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